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A.LATAR BELAKANG

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu Provinsi terluas kedua
setelah Papua, memiliki potensi sumberdaya alam melimpah dimana
sebagian besar potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
Sumberdaya alam dan hasil-hasilnya sebagian besar dieksport keluar negeri,
sehingga Provinsi ini merupakan penghasil devisa utama bagi negara,
khususnya dari sektor pertambangan dan penggalian dan hasil lainnya.

Masa depan Perekonomian Kalimantan Timur mulai cerah dengan
ditandai pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 3,13 persen, setelah
sebelumnya mengalami dua periode yang kurang menggembirakan pada
tahun 2015 dan 2016 karena kontraksi ekonomi masing-masing sebesar 1,28
persen dan 0,38 persen. Dibandingkan tingkat pertumbuhan Nasional,
pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur masih jauh dibawah pertumbuhan
nasional tahun 2017 yang mencapai 5,07 persen.

Sektor pertambangan dan penggalian di Kalimantan Timur yang
menghasilkan minyak, gas dan batubara mendominasi struktur PDRB,
mencapai 46%. Saat ini sudah terdapat industri pengolahan hasil tambang
yaitu, kilang minyak di Balikpapan dan Bontang, yang saat ini dalam proses
perluasan. Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) kilang
Balikpapan, akan meningkatkan kapasitas produksi dari semula 260 juta KL
menjadi 360 juta KL pada tahun 2018. Pembangunan kilang minyak di
Bontang juga direncanakan dimulai tahun 2018 dan beroperasi 2022 dengan
target produksi 235 ribu barrel perhari.

Meskipun dibayangi isu kerusakan lingkungan, pencemaran laut dan
pertambangan illegal di beberapa daerah, terutama di Taman Hutan Rakyat
(TAHURA) Bukit Suharto serta harga komoditas yang cenderung fluktuatif,
bagi Kalimantan Timur, sektor pertambangan masih menjadi andalan untuk
memutar roda perekonomian. Potensi sektor ini didukung perkembangan

harga komoditas tambang yang cenderung membaik. Harga batubara acuan



(HBA) Februari 2018 bahkan mencapai 95,54 dollar AS per ton, melampaui
perkiraan harga di kisaran 60 i 80 dollar AS. HBA yang diterbitkan
Kementerian ESDM menetapkan harga 2017 naik 36 persen dibandingkan
harga 2016. Perkembangan harga tersebut mendorong produksi batubara
Nasional meningkat dari 415 juta ton menjadi 477 juta ton. Produksi
Kalimantan Timur pada tahun yang sama mencapai 244,5 juta ton atau lebih
dari 51 persen produksi nasional. Kalimantan Timur yang merupakan salah
satu produsen terbesar batubara di Indonesia memiliki cadangan batubara
mencapai 44,7 miliar ton. Selain itu, harga minyak pada tahun 2017 juga
merangkak naik mencapai 661 71 dollar AS per barrel. (Kajian Fiskal Regional
Tahun 2017 Kementerian Keuangan RI)

Sebagai salah satu provinsi penghasil minyak dan gas terbesar,
Pemerintah Kalimantan Timur sudah semestinya mendapatkan Participating
Interest (PI) dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara optimal untuk mendukung
percepatan pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 22
Tahun 2001 bahwa peyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi
berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan,
keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan
masyarakat banyak. Untuk itu, momentum peralihan pengelolaan Blok Minyak
dan Gas Mahakam (Blok Mahakam) dari Total E&P Indonesia dan Inpex ke
PT Pertamina Hulu Mahakam (anak perusahaan PT Pertamina (Persero) pada
bulan Januari 2018 yang lalu harus direspon cepat oleh Pemerintah
Kalimantan Timur untuk membentuk dan mengoptimalkan perusahaan daerah
(PERUSDA) guna mengelola dana Participating Interest tersebut.

Masalah lain dalam bidang energi di Provinsi Kalimantan adalah masalah
penyediaan dan distribusi BBM dan LPG, di beberapa lokasi di Provinsi
Kalimantan Timur masih terdapat masalah dan hambatan dalam penyaluran
BBM dan LPG yang disebabkan karena kondisi geografis dan hal lainnya. Di
beberapa tempat juga masih terdapat kelangkaan BBM dan LPG akibat
terhambatnya pasokan. Terkait dengan masalah ini perlu ada terobosan dan
dorongan agar masalah penyediaan BBM di Provinsi Kalimantan Timur dapat

dijamin ketersediaanya dan dapat di akses oleh semua masyarakat dengan



harga yang sesuai ditentukan oleh pemerintah. Selain itu Program BBM 1
harga di beberapa titik di daerah Kalimantan Timur yang sudah dilaksanakan
secara sejak tahun 2017 harus dijamin pasokannya sehingga masyarakat
Kalimantan Timur yang terpenci, terluar dan tertinggal dapat merasakan
pemanfaatan BBM dengan harga yang sama.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, Komisi VIl DPR Rl memandang
perlu untuk menjadikan Provinsi Kalimantan Timur sebagai obyek kunjungan
pada reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017 7 2018. Kunjungan ini
dalam rangka melakukan fungsi pengawasan dan kegiatan untuk menyerap
aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah. Melalui kunjungan kerja ini
diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah dalam mengatasi masalah-
masalah yang dihadapi serta membawa informasi dan data terkait bidang-
bidang kerja Komisi VII DPR RI untuk ditindak lanjuti dalam menjalankan
fungsinya.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan Komisi VIl DPR RI adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2014 tentang Tata Tertib.

3. Keputusan Rapat Intern Komisi VIl DPR RI tentang Agenda Kerja Masa
Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018.

C. MAKSUD DAN TUJUAN KUNJUNGAN KERJA
Maksud diadakannya Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi
Kalimantan Timur adalah dalam rangka menyerap aspirasi dan melihat
secara langsung perkembangan di daerah khususnya pengelolaan energi
dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi.
Adapun tujuan kunjungan kerja ini adalah sebagai berikut:



1. Mendapatkan informasi dan melihat secara langsung perkembangan
sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan
teknologi;

2. Mengetahui berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi di Provinsi
Kalimantan Timur khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral,
lingkungan hidup serta riset dan teknologi;

3. Mengetahui tingkat efektivitas peran yang dilakukan oleh Pemerintah
pusat dan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang
dihadapi oleh masyarakat di daerah.

4. Secara khusus, fokus perhatian kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan
Timur pada kesempatan ini pada sektor penyediaan energi, kegiatan hulu

minyak dan gas, dan pencemaran laut akibat limbah minyak.

D. WAKTU, LOKASI KUNJUNGAN DAN AGENDA KEGIATAN
Kegiatan kunjungan kerja Komisi VIl DPR RI dilaksanakan pada
tanggal 30 Juli s/d 3 Agustus 2018 dengan tujuan kunjungan ke Provinsi

Kalimantan Timur. Sedangkan agenda kegiatan Kunjungan Kerja adalah

melakukan pertemuan dengan pihak yang terkait di daerah dan meninjau

langsung ke lokasi, dengan agenda sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Gubernur dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur,
Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Kehutanan dan Lingkungan
Hidup, Dewan Riset Daerah, Kementerian ESDM, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Ristek dan Dikti, PT.
Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) VI, PT PLN
(Persero), SKK Migas, BPH Migas, KKKS dan perusahaan tambang di
Provinsi Kalimantan Timur serta instansi terkait lainnya;

2. Kunjungan ke Taman Hutan Rakyat (Tahura) Bukit Suharto terkait
Pertambangan lllegal, yang dihadiri oleh Dirjen Minerba, Kementerian ESDM,

Dirjen Perusakan Lingkuangan Hidup dan Dirjen Penegakan Hukum

Kementerian LHK.
3. Pertemuan dengan Direksi PT Pertamina (Persero) Marketing Operation
Region (MOR) VI dan BPH Migas terkait distribusi BBM dan LPG;



4. Kunjungan dan pertemuan dengan Kementerian ESDM, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pertambangan dan Energi Dinas
Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan seluruh KKKS dan
PKP2B/Perusahaan tambang di Provinsi Kalimantan Timur terkait
kegiatan hulu minyak dan gas dan pertambangan batubara seta
pencemaran lingkungan dan laut oleh limbah minyak hitam seperti sludge
oil di Provinsi Kalimantan Timur

5. Kunjungan ke lokasi PLTG Senipah dan melakukan pertemuan dengan
Direksi PT PLN (Persero) terkait permasalahan ketenagalistrikan dan
upaya peningkatan rasio elektrifikasi dan RUPTL di Provinsi Kalimantan
Timur;

6. Kunjungan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Manggar dan melakukan
pertemuand engan Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan

Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

E. SASARAN DAN HASIL KEGIATAN

Sasaran dari kegiatan kunjungan kerja Komisi VIl DPR RI ke Provinsi
Kalimantan Timur adalah melihat langsung untuk memperoleh informasi
terkait dengan bidang Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Lingkungan
Hidup (LH), serta Riset dan Teknologi (RISTEK) serta ketenagalistrikan.

Hasil kegiatan kunjungan Komisi VII DPR RI diharapkan bisa menjadi
rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VII DPR RI
dengan mitra terkait, khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi,

pengawasan dan anggaran.

F. METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN
Pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan Komisi VIl DPR RI
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. Persiapan (menghimpun data dan informasi awal sebagai informasi
sekunder, koordinasi dengan pihak terkait, dan persiapan administrasi
kegiatan)



2. Pelaksanaan kegiatan, dilakukan pertemuan dengan berbagai instansi dan
melihat langsung objek kunjungan.

3. Pelaporan, berisi seluruh rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan beserta
rekomendasinya.

4. Pembahasan dan tindaklanjut hasil-hasil kunjungan lapangan pada rapat-
rapat Komisi VII DPR RI.

G.ANGGOTA TIM KUNJUNGAN LAPANGAN
Kunjungan kerja ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI, yang merupakan

representasi dari tiap-tiap fraksi, sebagaimana terlampir.

DAFTAR NAMA ANGGOTA

KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI
KE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RESES MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2017-2018
TANGGAL 30 Juli s/d 3 Agustus 2018

NO. NAMA NO. ANGG. FRAKSI JABATAN
1. TAMSIL LINRUNG A-121 PKS KETUA TIM I
2. DRS. H. M. DARDIANSYAH A-221 PDI P ANGGOTA
3. ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU A-156 PDI P ANGGOTA
4. MAHYUDIN, ST, MM A-307 P GOLKAR ANGGOTA
5. H. FIRMANDES A-307 P GOLKAR ANGGOTA
6. MAMAN ABDURRAHMAN, ST A-234 P GOLKAR ANGGOTA
7. H. ANDA, SE, MM A-375 P GERINDRA ANGGOTA
8. KATHERINE A. OENDOEN A-382 P GERINDRA ANGGOTA
9. H. IHWAN DATU ADAM, SE A-447 P DEMOKRAT | ANGGOTA
10. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, SH A-339 P DEMOKRAT | ANGGOTA
11. H. ROFI 6 MUNAWAR A-115 PKS ANGGOTA
12. H. JOKO PURWANTO A-515 PKS ANGGOTA
13. MUKHTAR TOMPO A-560 P HANURA ANGGOTA




BAGIAN I

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASIL KUNJUNGAN KERJA

A. Peninjauan Tambang llegal di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit
Soeharto

Sebelum melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur, lebih dahulu melakukan peninjauan di Taman Hutan Raya
(Tahura) Bukit Soeharto terkait penambangan batubara illegal dan
pencemaran serta keruskan lingkungan bersama Kementerian ESDM R,
Kementerian Lingkungan Hidup RI, Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan
Timur dan Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC).

Saat melakukan peninjauan, aktivitas penambangan batubara illegal
masih berlangsung di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto. Dilokasi
tersebut, ditemukan sisa-sisa pengumpulan dan pengemasan batubara
karungan di beberapa titik seperti baru ditambang, meskipun tidak ada
satupun orang atau alat berat di kawasan tersebut. Disinyalir areal seluas 15
hektar yang dijadikan tempat pengumpulan batubara itu dimiliki CV Arjuna
Mandiri, salah satu 6 perusahaan tambang yang beroperasi di Taman Hutan
Raya (Tahura) Bukit Soeharto yang telah habis masa izinnya sejak tahun
2012, yaitu CV. Artha Pratama Jaya CV. Wiraco CV. Labbaika CV. Dwi Karya
Pratama, dan CV. Tuah Bumi Etam, sementara PT Kaltim Batu Manunggal
saat ini masih memiliki beroperasi dan karena masih memiliki izin hingga
tahun 2019.

B. Pertemuan dengan Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur
Pertemuan ini dipimpin oleh Ketua Tim Kunker Komisi VIl DPR RI dan
Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur karena Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Kalimantan Timur sedang melakukan kunjungan kerja di
tempat lain.
Pidato Gubernur disampaikan oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi
Kalimantan Timur dengan menyampaikan beberapa persoalan yang
dihadapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diantaranya:



. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah mendapat
Participating Interest (P1) 10 persen dari Blok Mahakam yang dikelola
oleh PT Pertamina Hulu Mahakam. Sebenarnya Pemerintah Kalimantan
Timur sebagai daerah penghasil ingin porsi lebih besar, baik Pl mauun
dana bagi hasil (DBH) untuk pembangunan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.

. Masih sering terjadi kelangkaan pasokan LPG subsidi dan tingginya
harga BBM untuk daerah terpencil, terluar, dan daerah perbatasan di
Kalimantan Timur.

. Ketersedian dan pasokan listrik tidak mengalami masalah signifikan, saat
ini rasio elektrifikasi di Kalimantan Timur sebesar 94,55 persen dan desa
rasio desa berlistrik sebesar 100 persen.

. Peta Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto seluas 67.766 hektar
dan tidak difungsikan untuk penambangan batuabara, namun dikelola
berdasarkan sistem blok yang antara lain adalah sebagai Ekowisata
Gunung Utuh seluas 6.005 hektar, Blok Ekowisata Tanjung Harapan
Tanah Merah seluas 8.709 hektar, Blok Perlindungan dan Pengawetan
Kehati seluas 24.967 hektar, Blok KHDTK Balai Diklat Kehutanan
Samarinda seluas 4.310 hektar, Blok KHDTK Universitas Mulawarman
Samarinda seluas 20.271 hektar, Blok KHDTK Hutan Penelitian Samboja
seluas 3.504 hektar.

. Permasalahan tambang batubara ilegal Tahura Bukit Soeharto saat ini
masih terdapat dua perusahaan yang masih beroperasi, yaitu CV Arjuna,
yang izinnya sudah habis sejak tahun 2012 dan PT Kaltim Batu
Manunggal yang izinnya akan habis pada tahun 2019. Terkait masih
diizinkannya PT Kaltim Batu Manunggal melakukan kegiatan
penambangan di Tahura dikarenakan izin tambangnya lebih dahulu
dikeluarkan sebelum kawasan Tahura ditetapkan oleh Menteri
Kehutanan pada tanggal 29 September 2009.

. Permasalahan tambang batubara illegal di Tahura harus segera
diselesaikan karena dampak kerusakan lingkungan yang terjadi tidak



sebanding dengan apa yang didapatkan Pemerintah Daerah dari segi
PAD dan CSR perusahaan nihil sama sekal

7. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan penanganan
permasalahan Tahura Bukit Soeharto dengan melibatkan seluruh
instansi terkait dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian secara
tuntas, menyeluruh dan tepat sasaran. Sebagai langkah awal dilakukan
upaya identifikasi masalah, pengumpulan informasi dan melakukan
koordinasi awal untuk membangun penyamaan persepsi.

8. Kementerian Ristek Dikti menyerahkan beasiswa bidikmisi secara
simbolis kepada 3 mahasiswa Kalimantan Timur. BIG menyerahkan
peta dan buku hasil riset, Lapan menyerahkan citra setelit dan buku hasil
riset, Bapeten menyerahkan izin pemanfaatan teknologi nuklir untuk

industri dan kesehatan

Catatan dan Solusi

1. Penanggulangan sementara penanganan tambang batubara illegal di
Tahura harus diberikan police line di kawasan penambangan illegal agar
tidak terjadi lagi aktifitas penambangan yang merusak lingkungan, baik
oleh masyarakat, perusahaan yang masih memiliki izin maupun yang
sudah habis masa izinnya.

2. Pemerintah Daerah jangan sampai abai dan melakukan pembiaran atas
aktifitas ilegal yang terjadi di Tahura baik yang berkaitan dangan
pertambangan maupun lingkungan hidup.

3. Mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan kerjasama dengan BIG
dan Lapan terkait penggunaan citra satelit resolusi tinggi untuk

pembuatan peta Tahura.

C. Pertemuan dengan PT Pertamina (Persero) dan BPH Migas
1. Daerah operasional MOR VIII meliputi 5 Provinsi 56 Kabupaten / Kota
617 Kecamatan, sementara untuk wilayah Kalimantan Timur meliputi 10
Kabupaten / Kota, 103 Kecamatan dengan faslitas dan insfrastruktur 2
TBBM, 1 Jobber, 3 DPPU, 1 depot LPG. adaun lembaga penyalur yang



tersedia adalah: 80 SPBU, 10 APMS, 6 SPBN/DN, 5 AMT NPSO, 22
SPBB, 5 SP(P)BE, 2 SP(P)BE, 51 Agen LPG PSO, 23 Agen LPG NPSO,
1843 Pangkalan LPG.

Program BBM satu harga di Kalimantan Timur terdapat di 5 Kecamatan,
yaitu, Long Apari, Biduk_Biduk, Tabalar, Kelay Biatan dengan target
pelakasanaan 35 outlet dalam masa priode 2016-2019, saat ini yang
sudah terrealisasi dan sudah beroperasi 13 outlet, target tahun operasi
2018 20 outlet, dan target operasi 2019 2 outlet.

Tren volume penjualan BBM untuk industri dan instansi di Kalimantan
Timur mengalami penurunuan, PLN  menurun 14% akibat telah
beroperasinya beberapa pembangkit PLN non BBM dalam jaringan
interkoneksi Kalimantan Timur, penjualan TNI menurun 3% yang
menyesuaikan besaran anggaran yang ditetapkan oleh Mabes TNI,
penjualan NPSO 17 NPLN T NTNI menurun 7% seiring belum pulihnya
bisnis batubara yang menjadi konsumen utama di Kalimantan Timur
Ketersedian dan pasokan LPG sebenarnya cukup dan memadai, namun
harga di tingkat pengecer menjadi mahal Rp 25.000 karena distribusi
LPG subsidi masih banyak yang tidak sesuai peruntukan seperti kegiatan
usaha restoran, laundry dan kegaiatan usaha-usaha kelas menengah
lainnya, sehingga pasokan LPG subsidi untuk masyarakat menjadi
berkurang dan mangalami kelangakaan, untuk itu PT Pertamian dan
pihakpihak terkait harus melakukan pengawasan yang ketat untuk
menjamin ketersedian LPG subsidi untuk masyarakat.

Kendala dan Tantangan

Kendala penyaluran BBM dan LPG di Kalimantan Timur

1

wilayah yang cukup luas dan dengan kondisi geografis yang menantang
(kombinasi hutan, sungai, dataran tinggi dan rendah). Jarak Supply Point
ke lembaga penyalur resmi cukup jauh

Infrastruktur Jalan belum memadai

Terjadi banjir, air surut hingga longsor
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T

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam penggunan produk sesuai

peruntukan (khususnya LPG)

Catatan dan Solusi

T

6.

Menambah 1 lembaga penyalur resmi BBM (APMS) baru di daerah Long
Bagun (2 KM dari Ibukota Mahakam Hulu Ujoh Bilang) estimasi
beroperasi bulan September 2018

Melaksanakan Edaran Gubernur Kaltim terkait Himbauan Penggunaan
LPG Tepat Sasaran

Menambah kuota fakultatif khususnya di momen hari besar dan libur
nasional

Melakukan sidak secara rutin dan melakukan pengawasa secara ketat

ke tempat-tempat kegiatan usaha yang tidak layak subsidi LPG

Pertamina berencana membangun 4 RDMP dan 2 GRR untuk
meningkatkan keamanan & kemandirian energi, mendukung
pertumbuhan industri petrokimia dan memperkuat bisnis downstream

Pertamina. Saat ini, status dan target proyek RDMP Balikpapan fase-1

adalah :

1 Pelaksanaan EPC Tender. Saat ini dalam tahap penyusunan
proposal oleh EPC Bidder. Contract Award ditargetkan bulan
Desember 2018.

Proses persetujuan FID ditargetkan akhir Juli 2018.
Pelaksanaan EPC (Des 2018 1 Des 2021)

1 Pelaksanaan Early Work tahap 2 untuk mengurangi durasi EPC

Progres dan tindak lanjut penanggulangan tumpahan minyak Balikpapan

yang telah dilakukan oleh PT Pertamina dari berbagai aspek:

Aspek lingkungan :

a. Telah dilakukan rapat pemulihan dengan KLHK (tim Direktorat
Pemulihan, Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3) pada 28

Juni 2018 dengan rencana tindak lanjut :
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Pemetaan delineasi rinci sebaran kontaminan
Uji coba skala lab dan skala lapangan untuk Rehabilitasi
mangrove

1 Perbaikan dokumen Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan
Hidup (RPFLH)

Status : Pemetaan delineasi telah disetujui KLHK saat ini sedang

dilakukan pengambilan sampel di area sebaran kontaminan.

a. KLHK telah menerbitkan surat arahan No.326/PDLUK/PAVI/PLA.4/
4/2018 perubahan izin lingkungan berupa Addendum Andal, RKL &
RPL

b. RU V meminta arahan kepada KLHK untuk perubahan izin
lingkungan terkait penambahan kajian dari sanksi administratif

Status : Menyiapkan paket kontrak perubahan izin lingkungan,

permohonan arahan dokumen lingkungan kepada KLHK (bagian

AMDAL)

c. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah
mengirimkan surat kepada General Manager RU V Balikpapan
Nomor S-915/PKK/PDLUK/Pla.4/7/2018 tanggal 12 Juli 2018
tentang Penetapan Audit Lingkungan Hidup Wajib PT Pertamina
(Persero) RU V Balikpapan.

d. KLHK menetapkan RU V melakukan audit lingkungan hidup wajib
berdasarkan hasil pengawasan boleh PPLH.

Status : kordinasi dengan calon lead auditor dan KLHK serta penyiapan

paket kontrak audit lingkungan.

Aspek Operasional :

a. Kontrak untuk pemasangan Leak Detection System dengan prinsip
Pipeline SCADA telah berjalan melalui kontrak jasa dengan LAPI-
ITB. Progress saat ini, pembangunan Fasilitas Ruang Kendali
(Control Room) SCADA di Lawe-Lawe Penajam

b. Kontrak system pemantauan otomatis pengiriman minyak satu

kontrak dengan paket system peringatan dini penanganan tumpahan
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c. Telah dilakukan Revisi terhadap Tata Kerja Individu (TKI) dan Tata
Kerja Penggunaan Alat (TKPA) yang sudah ada sebelumnya

khususnya untuk kondisi Keadaan Darurat.

Aspek Legal & Sosial

a. PT. Pertamina (Persero) telah memberikan materi jawaban / data
(approved) kepada Tim dari Direktorat Hak Asasi Manusia (HAM)
dan Kemanusiaan Ditjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar
Negeri guna menanggapi surat dari United Nation Human Right
Comission i PBB. Materi tersebut akan digunakan sebagai bahan
klarifikasi pada sidang Komite HAM di Jenewa terkait dengan kasus
Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan.

b. PT Pertamina menyiapkan gugatan Perdata kepada Kapal MV Ever
Judger sebagai penyebab tumpahan minyak sebesar 5 Trilyun untuk
biaya penanggulangan ganti rugi material & perkiraan pemulihan
biaya lingkungan

c. Pertengahan Juli 2018 proses verifikasi masyarakat terdampak
untuk ganti rugi sudah selesai. Saat ini memasuki tahap pembayaran
ganti rugi.

d. Pelaksanaan verfikasi dan negosiasi didampingi oleh tim ahli dan
instansi pemerintah yang ditunjuk.

e. Proses Penyediaan Anggaran juga masih dilaksanakan.

f. Telah dilakukan pembayaran ganti rugi untuk sekitar 30 % dari total

masyarakat terdampa terkait Hari Hilang Tidak dapat Melaut.

D. Peninjauan dan Pertemuan dengan PT PLN (Persero) dan PLTG
Sanipah
1. Sistem kelistrikan Kalimantan Timur sudah terinterkoneksi dengan Sistem
Kalseltengtim
2. Ketersedian dan pasokan listrik tidak mengalami masalah signifikan, saat
ini rasio elektrifikasi di Kalimantan Timur sebesar 94,55 persen dan desa

rasio desa berlistrik sebesar 100 persen.
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INTERKONEKSI SISTEM KALSELTENGTIM

KALIMANTAN

£ Tghok Pandal

KONDISI KELISTRIKAN : = Batakan
. DayaMampu Netto  :1.537,0 MW - L Mhelex ! 2
"+ Beban Puncak :1.049,6 MW * oo - ML Bacak
Sistem Kaltim : 4512 MW - R | sambutan
Sistem Kalselteng : 598,4 MW Reiras Sl 82 S Bukuan
Cadangan Daya : 4874 MW
b i Senipah
DATA ASET: P
Gardu Induk : 43 buah K-\ Manggar San
Trafo Daya = 87 unit s
Kapasitas Trafo :2.934 MVA SISTEM KALTIM
Transmisi :3.712 kms (SISTEM MAHAKAM)
o s 4
- o s wl?amph
A 8om® | SISTEM KALSELTENG
g - (SISTEM BARITO)
Nesional ‘
TG,
Gl Seberang
4
Go-gle

—
B

BUPATES
KERTA

COALIRPAPAN BALIKPAPAN
e, 154.63 MW

b PLANNING
'PENAJAM & PASER ———— EKSISTING

)\

BAURAN ENERGI S.D JUNI 2018 SISTEM MAHAKAM
C emwaNaer umy

1.46%  0,19%

BBATUBARA WBIOMASS WBIODISEL mGAS mHSD EMFO 8 TERIMADARISISTEM BARITO  WIPP M EXCESSPOWER 1 PLN
Produksi Energi s.d Juni 2018 berdasarkan Jenis ! Produksi Energi s.d Juni 2018 berdasarkan utility
Energi Primer di Grid Sistern Mahakam terdiri atas : (pemasok) di Grid Sistem Mahakam terdiri atas :
Batubara :51.13% PLN 1 44.02%
Gas 1 24.34% IPP : 44.63%
HSD & MFO 1 22.88% Excess Power : 8.25%
Biomas & Biodisel : 1.65% Terimadari Barito : 3.10%
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RASIO ELEKTRIFIKASI & ROADMAP %

PLN

MEHARAMULY

KT BARAT

‘ “ CEEEENSEER
[~ | Roadmap RE (%) \

O

2019 2020

96.69% 99.24% 2021
99.99%

PROV. KALTARA r PLN KALTIMRA PROV. KALTIM
84.14% 93.12%

2018
93.92%

10000

RASIO DESA BERLISTRIK KALTIMRA s.d JUNI 2018 %

PLN
STATUS KELISTRIKAN DESA  RASIO DESA BERLISTRIK PR ETER
DESA/ BERLISTRIK BELUM %)
PROVINSI  KABUPATEN/KOTA  KECAMATAN . o0 1 nfov)w
PN v samasean. TN pn O™ PLN : 71 58%
SAMARINDA 10 59 59 - -| 1000 - 100 s
BALIKPAPAN 6 34 34 = - 1000 | 1| NONPLN : 28,40%
PENAJAM PASER UTARA 4 54 54 - - 1000 100 ‘
BONTANG 3 15 15 - -| 1000 - 100
kaTiv [KUTAI KARTANEGARA 18 237 213 24 309] 101] 100
PASER n 4] 1041 40 7221 8| 0] | RASIO DESA BERLISTRIK
BERAU 13 110 65 5 59,1 409| 100
10Kab. 1 irar sarar 16 194 108 86 557 443 100 KALTIMRA : 100 %
KUTAI TIMUR 18 141 74 67 -| s25| 415 100 PLN 1 63,90%
MAHAKAM ULU 5 50 17 33 | za0] es0] 100 NON PLN :36,10%
TOTAL KALTIM 103 1038 743 205 - 7us8| 284 100
TARAKAN 4 20 20 - -| 1000 - 100 '
TANATIDUNG 5 32 25 7 | 78a] 219] 100
KALTARA [BULUNGAN 10 81 63 18 | ms| 222] 100 RASIO DESA BERLISTRIK
5Kab |MAUNAU 15 109 39 70 | 358 642] 100 PROV. KALTARA : 100 %
NUNUKAN 19 240 81 159 | 338 e63] 100
TOTAL KALTARA 53 28| 28] 2sa S| 47| s27] 100 PLN :47,30%
NON PLN :52,70%
TOTAL KALTIMRA 156 152] o7m]  sa9] | 639] 1] 0]

E. Pertemuan dengan PT Pertamina Hulu Mahakam
1. Sejak 1 Januari 2018 PT Pertamina Hulu Mahakam menjalankan amanat
Pengelolaan WK Mahakam sebagai tugas negara sesuai tugas pokok
dan fungsi Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara.
2. Profil PT Pertamina Hulu Mahakam:
1 Luas Area: 2.883,91 Km2
1 Produksi sejak 1974 (Bekapai)
1 Target Produksi WP&B 2018 :
0 984 MMSCFD Gas Inlet
0 42.1 KBOPD liquid

i Fasilitas Produksi :
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103 GTS & Cluster
26 Offshore Platform

6 Area Pemrosesan

o O O

0 Lebih dari 1.700 Km jaringan pipa

1 Jumlah pekerja 1878 orang
3. Wilayah Kerja Mahakam secara reservoir telah memasuki aset kategori

Fase-4 sehingga memiliki karakteristik yang mempengaruhi kinerja

pengembangan ke depan. PT Pertamina Hulu Mahakam menyiapkan

strategi produksi:

1 Mengurangi laju penurunan produksi

1 Penambahan pekerjaan well work (WO)

1 Drilling dan intervensi sumur (WLI)

1 Penambahan pengembangan area baru

1 Pengeboran Upside Potential Surface Facility Integrity i Risk Based
Inspection (RBI) serta implementasi Asset Integrity Management
System (AIMS)

1 Cost Control serta implementasi Vertical Integration Program

4. Produksi PT Pertamina Hulu Mahakam masih mengecewakan karena

masih lebih rendah dari work program and budget/WP&B

x1000b/d mmschd
500 3000
m
450
Profil Produksi Mahakam 7500
400
350
IV 2000
300
750 E 1500
N0
ﬂ, 0 1w
00 500
| ML |||I||I|
0 I 0
RELEEBBESEERRALARRAERRS
saadananaaraaa B RARRRRARR
uliquids | Export Gas

Note:

Phase |: Early production (1981 — 1891)
Phase |I: Ramping up (1991 — 1999)
Phase |II: Peak / Plateau (2001 - 2013)
Phase IV: Decline
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Rencana Produksi 2018

1

69 Sumur Pengembangan
dengan 5 Rig (3 swamp
barge+2 jack-up)

PECIKO

:[— SOUTH MAHAKAM
. Stuga, Mandu Jempang. Meubarg
R4

2

Lebih dari 130 Work Over
dan

Lebih dari 5.600
Intervensi Sumur

3

4 POD pengembangan
gasdan 1 POD
pengembangan minyak
disetujui,

1 POD dalam proses
implementasi, 2 POD
dalam proses persetujuan

Kontribusi Penerimaan Terhadap Negara
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